BAB Il
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TANGGUNG JAWAB PRODUK

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya
dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UUPK.
Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan
dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang
dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat
“konsumen”.?®

Pada saat ini hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam
berbagai peraturan perundang-undangan umum yang sesungguhnya
penerbitannya tidaklah ditunjukan untuk mengatur hubungan atau masalah
konsumen dengan hubungan dan masalah konsumen termuat dalam
lingkungan hukum perdata maupun hukum publik.?* Karena posisi
konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu

sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan

(pengayoman) kepada masyarakat.?

23 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk Ketiga, Grasindo, Jakarta,
2006, him 1.

24 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, him. 62.

%5 Shidarta, Op. Cit, him 11.
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Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan
konsumen Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang
pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan
konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen,
baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai
penyelesaian sengketa konsumen.?®

Dalam sejarah, perlindungan konsumen pernah secara prinsipiil
menganut asas the privity of contract. Artinya, pelaku usaha hanya dapat
dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan
kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak
mengherankan bila ada pandangan, hukum perlindungan konsumen
berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.?’

Dalam berbagai literatur, ditemukan sedikitnya dua istilah hukum
mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan
konsumen. Kedua istilah ini sudah sering didengar bahkan arti kedua istilah
ini sering disamakan. Akan tetapi, dilain pihak ada yang membedakan arti
keduanya, seperti A.Z Nasution. Definisi hukum konsumen menurut A.Z
Nasution ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain

% Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, him.20.
21 Shidarta, Op.Cit, him. 13.
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berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum
konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur
dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.?

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum
pelindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, maka disimpulkan
beberapa pokok pemikiran :2°

1.  Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan
dengan hukum perlindungan konsumen.

2. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah
masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau
pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan
televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
dan sebagainya.

3. Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan
oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.

4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha
mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum

yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

28 Ade Maman Suherman, Op.Cit, him. 104
29 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2011, him.58.
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Definisi hukum perlindungan konsumen tidak dicantumkan di dalam
UUPK tetapi yang dicantumkan hanya mengenai definisi perlindungan
konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, isinya
yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan
konsumen yang terdapat dalam Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-
Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat
yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”,
diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang
yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan
konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK 1999) mengelompokkan norma-norma perlindungan
konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu:*°

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab 1V UUPK 1999);
dan
2. Ketentuan pencantuman klausul baku (Bab V UUPK 1999).

Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum publik

dan hukum privat. Dikatakan bagian hukum publik karena sebenarnya di

sinilah peran pemerintah untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-

39 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 30.

34



produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk.
Perlindungan konsumen merupakan bagian hukum privat karena adanya
suatu perikatan, baik itu perikatan yang lahir karena perjanjian yang
implikasi hukumnya adalah wanprestasi maupun perikatan yang lahir
karena undang-undang yang berimplikasi perbuatan melanggar hukum.
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa
empat macam: 3!
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh debitur, diancam
beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak
bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:*?

1. Ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;

4. Biaya perkara.

31 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996, him. 45.
%2 |bid.

35



Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditor karena terjadinya
wanprestasi, Purwahid Patrik berpendapat bahwa kreditor dapat menuntut

salah satu dari lima kemungkinan yaitu:33

=

Pembatalan (pemutusan) perjanjian;

2. Pemenuhan perjanjian;

3. Pembayaran ganti kerugian;

4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;

5. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Ahmadi Miru tidak setuju dengan pendapat yang membagi tuntutan
tersebut atas lima kemungkinan. Beliau membagi tuntutan tersebut menjadi
empat kemungkinan, yaitu:3

1. Pembatalan kontrak saja;

2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;

3. Pemenuhan kontrak saja;

4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Pembayaran ganti kerugian (penuntutan ganti rugi saja) tidak beliau
tambahkan karena menurutnya tidak mungkin seseorang menuntut ganti
rugi saja yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya
kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua

kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan lain

33 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja
Grafindo Pustaka, Jakarta, 2011, him. 72.

3% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011, hlm.75.
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sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri sebagai
akibat dari suatu wanprestasi.®®

Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi didahului dengan
adanya suatu perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dalam
tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk
membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan
dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak
secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan
undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau
berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah
pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang
harus dibayar.3®

Selain itu terdapat tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan
melanggar hukum, tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan
melanggar hukum ini tidak lahir dari adanya suatu perjanjian tetapi tuntutan
ini lahir dari undang-undang. Mengenai perbuatan melanggar hukum ini
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata) yang isinya “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”.

35 Ibid.
3% Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 73.
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Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada
pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang
yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang
mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf).*’

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan
alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi
empat unsur di bawah, yaitu:*

1. Ada perbuatan melanggar hukum;

2. Ada kerugian;

3. Adahubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar

hukum; dan

4. Ada kesalahan.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Berbicara mengenai asas hukum, harus diketahui bahwa asas hukum
yang melahirkan norma hukum, dan norma hukum yang melahirkan aturan
hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum
hingga tak terhingga norma hukum, dan dari satu norma hukum dapat
melahirkan lebih dari satu aturan hukum hingga tak terhingga aturan hukum.
Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi

menghilangkan dan menetralisir kemungkinan terjadinya suatu konflik

37 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 96.

38 Ibid, hlm. 96-97.
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dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum
merupakan ratio-logis dari peraturan hukum, asas hukum tetap saja ada dan
akan terus mampu melahirkan peraturan hukum secara berkesinambungan
sesuai dengan kebutuhan. Asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan
tuntutan estetis. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya
suatu konflik dalam sistem hukum itu, maka asas-asas hukumlah berfungsi
untuk menyelesaikan konflik itu.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen,
terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini
dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang isinya “perlindungan konsumen
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum .

Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima)
asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya

dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
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3.

4.

b.

Asas  keseimbangan  dimaksudkan untuk  memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya

mengaju pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik

Indonesia.®® Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila

diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:*°

1.

Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan
keselamatan konsumen;
Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan

Asas kepastian hukum.

39 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, him. 26.

0 1pid.
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Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan,
mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi
kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan
pemerintah. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang
dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan
keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat
penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping
kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.**

Perlindungan hukum diperlukan bagi konsumen karena pada umumnya
kedudukan konsumen berada pada kondisi yang lemah, baik karena
pengetahuan mengenai hukum maupun kemampuan daya tawar dari
pengusaha.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun
1999 tujuan Perlindungan Konsumen vyaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk
melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4 Ibid, hlm. 28-30.
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4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Konsumen
a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika),
atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata
consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang Yyang
menggunakan barang.*? Konsumen pada umumnya diartikan sebagai
pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh
pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai
dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.** Konsumen
menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

42 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, him.22.

43 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, him. 17.
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masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain
pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen,
yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika serikat,
pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan
hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli,
namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh
perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya
dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan Product Liability
Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara
MEE dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan
Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti
kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau
cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat
itu sendiri.**

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan,
para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen
sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan
rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan
pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir.
Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan

konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen

4 Ahmadi Miru, Op.Cit, him. 21.
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pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah
“konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.*
Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:*®

1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang
dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;

2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan
barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat
barang/ jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan
komersial);

3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan
dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan
memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau
rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali
(non-komersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa
kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk
lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan
barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada
sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini
sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun

pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha

4 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, him. 61-62.
4 A z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta
1999, him. 13.
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swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat
terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang
digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau
penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang.
Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau
jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya
(produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya
diperoleh di pasar-pasar konsumen.*’ Nilai barang atau jasa yang
digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas
dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk

memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.*

b. Hak Konsumen
Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :
1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

47 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, him.25.
8 |bid, him. 51.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar

konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden

Amerika serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret

1962, yang terdiri dari:*°

1)

2)

hak memperoleh keamanan;

hak memilih;

49 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, him. 39.
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3) hak mendapat informasi;
4) hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak
Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember
1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh
Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union -
IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:*

1) hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

2) hak untuk memperoleh ganti rugi;

3) hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

4) hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah
dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang
menjadi prinsip dasar, yaitu:°!

1) hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian,
baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

2) hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang
wajar; dan

3) hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap

permasalahan yang dihadapi.

% 1bid.
5% 1bid, him 47.
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Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan
himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial
bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan

konsumen di Indonesia.

Kewajiban Konsumen

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam
Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban
konsumen antara lain:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju
pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja
disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat
merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan

produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya
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kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi
oleh produsen (pelaku usaha).

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah
kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai
hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban
secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus
pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat
kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah
untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini
akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti
penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen
ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban

yang sama dari pihak pelaku usaha.®?

52 1bid, him. 50.
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A.Z. Nasution berpendapat bahwa jika melihat butir-butir hak dan
kewajiban konsumen, ada beberapa tahapan transaksi yang dilakukan
oleh konsumen. Tahapan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga
tahapan berikut:>3

1) Tahap Pratransaksi Konsumen

Antara tahapan satu dengan yang lainnya tidak secara tegas
terpisah satu sama lain atau bisa saja terjadi dalam suatu momen
mencakup ketiga tahapan sekaligus. Tahapan pratransaksi, ini
konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas suatu
barang, peminjaman, pembelian, penyewaan atau leasing. Di
sini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang
karakteristik suatu barang dan atau jasa. Right to be informed of
consumers betul-betul memegang peranan penting dan harus
dihormati, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

2) Tahap Transaksi konsumen

Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam
suatu perjanjian (jual-beli, sewa atau bentuk lainnya). Antara
kedua belah pihak betul-betul harus beritikad baik sesuai dengan
kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju,
konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah

akan memutuskan membeli/memakai suatu barang dan atau jasa

53 Ade Maman Suherman, Op.Cit, him. 102-103.
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dalam tenggang waktu tertentu atau membatalkannya. Klausula
ini dapat dilihat praktik di Amerika, Belanda, Inggris, dan
Australia.

3) Tahap Purnatransaksi Konsumen
Tahap ini dapat disebut dengan tahap purnajual atau after sale
service dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-
cuma dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjual

menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu.

4. Pelaku Usaha/Produsen
a. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam
bahasa Inggris, producer yang artinya adalah penghasil.>* Produsen
sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.
Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir,
leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/ badan yang
ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan
konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai
pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga
mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga

sampai ke tangan konsumen.>®

% N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab
Produk, Panta Rei, Jakarta, him. 26.
% Janus Sidabalok, Op.Cit, him. 16.
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Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tidak
menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku
usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:®

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam Dberbagai bidang
ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan
memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang
dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam
menemukan kepada siapa tuntutan diajukan karena banyak pihak yang
dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam
Directive. Pasal 3 Directive ditentukan bahwa:®’

1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap
bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap
orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda
pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai
produsen;

2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang

yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau

% pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, him. 9.
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untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha
peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai
produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat
sebagai produsen;

3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya,
maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai
produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita
kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai
identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu
kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus
barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan
tidak menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat
undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah
pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat
kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk
kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga
kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:>®

1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk
membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha

leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;

58 Adrian Sutedi, Op.Cit, him. 11.
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2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi
barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain
(bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan
lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan
dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang,
orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan,
orang/usaha yang Dberkaitan dengan jasa angkutan,
perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan
obat- obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;

3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada
masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima,
warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik,
warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor
pengacara, dan sebagainya.

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha merupakan
pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa
kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu
konsumen, sama seperti seorang produsen.>® Meskipun demikian
konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua

sisinya yang berbeda.®

%9 Janus Sidabalok, Op.Cit, him. 17.
80 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. him. 21.
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b. Hak Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;

3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan
bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi
barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau
kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas
barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi,

suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada
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barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih
murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga

yang wajar.®

c. Kewajiban Pelaku Usaha
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak
pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku
usaha. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
kewajiban pelaku usaha, antara lain:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

1 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, him. 51.
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6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha
diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.®? Dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih
ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa
kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang
dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya
konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan
transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan
karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak
barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan
bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai

pada saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen.%?

62 1bid, him. 54.
63 1bid.
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d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Pasal 19 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab,

yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan;

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya
unsur kesalahan;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
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Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa
tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang
cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku
usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi
segala kerugian yang dialami konsumen.54
Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep
kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian
yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam
kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian
dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa
jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.®®
Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus
mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib)
bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum
perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa
hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang

jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang

% 1bid, him.126.
8 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Badan Penerbit FH Ul, Rajawali Pers,
Jakarta, 2003, him. 365- 366.
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berkaitan dengan prosedur penuntutannya. Tidak adanya atau

kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha

akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan

hidup/kredibilitas usahanya. Secara umum, tuntutan ganti kerugian

berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan

perbuatan melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian

adalah :

1) Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi
Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi,
maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan
konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak
ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan
tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.
Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi
merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau
kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama
atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.
2) Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, tiap-tiap perbuatan melawan
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian, dalam Pasal 1367
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e.

KUHPerdata diatur mengenai pertanggungjawaban atas barang
sebagai berikut :%
“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian
yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan perbuatan orang- orang yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang
yang berada di bawah pengawasannya.”
Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
Berbicara mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku
usaha berarti juga akan menguraikan mengenai berbagai bahasan ilmu
pengetahuan. Oleh karena sifatnya yang lintas sektor ini, maka ada
beberapa sub pokok bahasan menyangkut perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha, yaitu dalam hal mutu produk, berat bersih produk,
pelabelan, sertifikasi halal, iklan, undian dan lain sebagainya.
Beberapa pasal yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah larangan-larangan
yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13
yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam
mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu.
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Pasal 8 UUPK,
yaitu:
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang:
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

€ Janus Sidabalok, 2010, Op.Cit, him.101.
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b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan
jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label
atau etika barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan
jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etika,
atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagimana dinyatakan dalam label atau keterangan
dan/atau jasa tersebut;

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etika, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jasa jangka
waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas
barang tertentu;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam
label;

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
yang membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi atau
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan
alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk
penggunaan yang menurut  ketentuan harus
dipasang/dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau
tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.

Pasal 9 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar
dan/atau seolah-olah:

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan
harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
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c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau
memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.

Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.

Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.

Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang

dan/atau jasa lain.

J. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan
tampak keterangan yang lengkap.

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum
pasti.

- SKQe —ho

Pasal 12 UUPK pelaku wusaha dilarang menawarkan,
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan
harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku
usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan
waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
Pasal 13 UUPK vyang terdiri dari 2 ayat, pelaku usaha dilarang
menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan
jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau
jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau
memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Pelaku usaha
dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan
kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang

dan/atau jasa lain.
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5. Hubungan Hukum Antara Produsen dan Konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam
rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu
perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan. Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan
konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk
menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta
ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual
(contractual liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha
berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi
dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke
pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat

hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.

6. Akibat Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen
Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan
kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan
(complain) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada
saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau
perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan
baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha

telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka
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akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak
terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah
disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa
konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang

melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian.

7. Jual Beli Dalam Islam
a. Pengertian Jual beli
Jual beli atau perdagangan dalam istilah figh disebut al-ba’l yang
menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al-Ba.i dalam
Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-
Syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba 'I berarti jual, tetapi sekaligus
juga berarti beli.%” Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar
atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk
yang diperbolehkan oleh syara’ atau menukarkan barang dengan
barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik

dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

Di dalam hukum islam jual beli merupakan sesuatu yang
diperbolehkan, sebagaimana firman Allah dalam surat-Al-bagarah ayat
275 yaitu:

(YYO 5 8l Y solla s saadlaildal s

67 Al-Zuhaily Wahbah, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus, 2005, juz 4.
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Artinya: ....“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.....”
(Al-Bagarah : 275).

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat di anjurkan dalam
ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan
bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (Al-
Hadits).

(c2ond a) sl ol 5 ) 485,010 (a8 e g danilend (é 3 Jlailly aSile
Artinya: ” Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan
Sembilan dari sepuluh pintu rezeki”.( H.R Ibrahim Al-Harbi).
Berdasarkan hadist di atas menyatakan bahwa melalui jalan
perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga
karunia Allah terpancar dari padanya. Pengertian jual beli secara syara’
adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi

kepemilikan.

Rukun Jual Beli
1. Adanya aqid (yaitu penjual dan pembeli).
2. Adanya ma’qud alaih (yaitu adanya harta (uang) dan barang yang

dijual).
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3. Adanya sighat (yaitu adanya ijab dan gobul. ljab adalah penyerahan
penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari
pihak pembeli).

Syarat Jual Beli
Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli,

dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, adapun

syarat-syarat jual beli sebagai berikut :

1) Syarat-syarat orang yang berakad
a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus

memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual
beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil
yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak
dipaksa pihak manapun.

c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda,
maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang
bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat yang terkait dalam ijab gabul
a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan gabul tidak

sesuai maka jual beli tidak sah.
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c) ljab dan gabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua
belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan
topik yang sama.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

a) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang
najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau
diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang
yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya.
Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan
tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat
perkembangan tekhnologi atau yang lainnya, maka barang-
barang itu sah diperjualbelikan.

d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya,
jenisnya, sifat, dan harganya.

f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
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Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah
uang) tukar ini para ulama figh membedakan al-tsaman dengan al-
si’r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si 7 adalah
modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum
dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu
ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan
konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
yaitu :

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum
seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga
barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya
harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan
barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang
yang diharamkan oleh syara’, seperti babi, dan khamar, karena

kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara’.%

d. Macam-Macam Jual Beli

8 Ghufron lhsan. MA, Figh Muamalat, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, him. 35.
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a) Menjual barang yang bisa dilihat, hukumnya boleh atau sah jika
barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

b) Menjual barang yang disifati (memesan barang), hukumnya boleh
atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai
promo).

c) Menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh atau
tidak sah. Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat
dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis
dan tidak bermanfaat.

Hukum Jual Beli
Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul di atas,

para ulama figh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu

mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut

Imam al-Syathibi, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-

Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan

barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya

harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak

pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu
sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal
ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan
ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi

bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka
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hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar
melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah
boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib
melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.®®

f. Hak dan Kewajiban Agidain (Penjual dan Pembeli)

Dalam proses jual beli ada dua orang yang memegang peranan
penting yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli setelah
terjadinya akad masing-masing mempunyai kewajiban terentu. Adapun
hak penjual adalah menerima pembayaran sesuai harga yang telah
disepakati, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang
setelah diterima pembayaran dan menerangkan keadaan barang dengan
sebenar-benarnya sebelum terjadi akad. Adapun hah-hak pembeli
antara lain:

a) Hak untuk mendapatkan barang setelah ia (pembeli) membayar
sesuai harga yang telah disepakati. Jika telah terjadi akad, rukun
dan syarat-syarat yang terpenuhi, maka konsekuesinya penjual
memindahkan barangnya kepada pembeli dan pembelipun
memindahkan miliknya pada penjual sesuai dengan harga yang
telah disepakati. Setelah itu masing-masing dari mereka halal
menggunakan barang tersebut dijalan yang dibenarkan oleh
syari’at.

b) Hak untuk memilih (khiyar).

% Suhendi Hendi, Figh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him. 26.
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Salah satu prinsip dari jual beli menurut syari’at islam adalah
adanya hak memilih bagi pembeli dalam melakuakan transaksi,
hak tersebut dinamakan hak khiyar. Hikmahnya adalah untuk
kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu
sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin
cinta kasih diantara sesama manusia. Syari’at bertujuan untuk
melindungi manusia dari keburukan, maka syari’at menentukan
hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan
keharmonisan dalam hubungan antara manusia. Dalam
hubungan ini ada beberapa macam khiyar, antara lain:
i. Khiyar ru’yah
Salah satu barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau
kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak
calon pembeli berhak memilih barang yang akan dibelinya.
Hak melihat dan memilih barang yang dibeli itu disebut
“khiyar ru’yah”. Khiyar ru’yah merupakan masa
memperhatikan barang, menimbang, rentang dan berfikir
sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau
akad. Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat
buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang ghaib
(tidak dilihat), maka segolongan fugaha’ mensyaratkan
dilihatnya (diru’yahnya) barang bagi sahnya jual-beli.

Namun kenyataannya banyak barang yang tidak mungkin
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diketahui kualitasnya secara langsung. Sebab jika di buka
menimbulkan kerusakan barang misalnya: isi telur, obat-
obatan dalam obat, makanan dan minuman kaleng, dan
sebagainya yang kesemuanya hanya bisa dilihat isinya pada
waktu akan digunakan.dalam keadaan tersebut boleh tidak
di ru’yah secara langsung, dengan catatan ada hak khiyar
bila ternyata barangnya rusak atau kualitasnya buruk.
Khiyar majlis

Apabila akad jual beli telah dilakukan, maka kedua pihak
masih mempunyai hak khiyar, selama keduanya belum
terpisah dari majlis akad, khiyar tersebut disebut khiyar
majlis. Hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama
kedua belah pihak masih dalam satu majlis. Dalil yang
menunjukkan khiyar majlis bukan merupakan ijtihad,
melainkan nash yang terang, maka kukuhlah kegiatan
khiyar majlis tersebut.

Khiyar syarat

Salah satu bentuk khiyar yang di benarkan syara’ adalah
khiyar syarat. Yang dimaksudkan di sini adalah apabila
pihak pembeli mensyaratkan adanya khiyar untuk jangka
waktu tertentu. Demikian juga dibolehkan kedua belah
pihak sepakat syarat khiyar itu. Dalam tenggang waktu

yang disyaratkan itu, dapat dilakukan pembatalan jual beli
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yang dengan  sedirinya  masing-masing  pihak
mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya,
dan apabila masa tenggang waktu itu habis, maka dengan
sendirinya hilanglah hak khiyar.

Khiyar cacat

Pihak penjual diwajibkan menerangkan keadaan barang dan
tidak boleh menyembunyikannya cacatnya kepada calon
pembeli. Ada kalanya seorang pembeli barang yang
cacatnya baru diketahui setelah beberapa waktu kemudian
setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal
semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan
barang dan menerima kembali uang dari pihak penjual.
Itulah yang disebabkan khiyar aib yakni mengembalikan
barang cacat. Apabila barang itu cacat dan sudah
diterangkan oleh penjual sebelum transaksi terjadi lalu
pembeli ridho dan menerimanya, maka dengan sendirinya

hak khiyar aib itu terhapus.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung jawab Produk dalam

Perlindungan Konsumen

1.

Macam-Macam Liability Dalam Perlindungan Konsumen
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Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara
lain:™

a. Contractual liability, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar
perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang
dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang
dihasilkan.

b. Product liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap
produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang
dialami konsumen akibat menggunakan produk yang
dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan
pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Unsur-
unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur perbuatan
melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas
antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang
timbul.

c. Professional liability, yaitu tanggung jawab pelaku usaha
sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen
sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang

diberikan.

0 Edmon Makarim, Op.Cit, him. 268-378.
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d. Criminal liability, yaitu pertanggungjawaban pidana dari
pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan
negara.

Merujuk UUPK Pasal 19 ayat (1), jika suatu produk merugikan
konsumen, maka produsen bertanggung jawab untuk mengganti
kerugian yang diderita konsumen. Kedudukan tanggung jawab perlu
diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus
disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani
tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu
dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau
jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian
yuridis lazim disebut sebagai product liability. Dalam UUPK, setiap
orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus
memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Setiap orang yang
mengalami kerugian, berhak mengajukan tuntutan kompensasi atau
ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan itu. Kompensasi
tersebut menurut Pasal 19 ayat (2) meliputi:

1. Pengembalian sejumlah uang

2. Penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara

3. Perawatan kesehatan

4. Pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Istilah dan definisi product liability dikalangan para pakar dan

sejumlah peraturan diartikan secara berbeda-beda. Kata produk
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diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak (tetap). Pengertian benda secara hukum dapat kita lihat dalam
Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi “menurut paham Undang-
Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap
hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Tanggung jawab dapat bersifat kontraktual (perjanjian) atau
berdasarkan undang-undang (gugatannya atas dasar perbuatan melawan
hukum), namun dalam tanggung jawab produk, penekanannya ada pada
yang terakhir (tortius liability).”

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas
landasan adanya : "2

1. Pelanggaran jaminan (breach of warranty)

2. Kelalaian (negligence)

3. Tanggung jawab mutlak (strict liability)

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha
(khususnya produsen), bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak
mengandung cacat. Kelalaian (negligence) adalah bila si pelaku usaha
digugat itu gagal menunjukan, ia cukup berhati-hati (reasonable care)
dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang

label, atau mendistribusikan suatu barang.”

1 Shidarta, Op.Cit, him. 80.
72 |bid, him 81.
73 |bid.
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Tanggung jawab produk (product liability) menganut prinsip

tanggung jawab mutlak (strict liability) karena :

1.

Diantara korban atau konsumen disatu pihak dan produsen di lain
pihak beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak
yang memproduksi atau mengeluarkan produk di pasaran.

Dengan menerapkan atau mengedarkan barang-barang di pasaran,
berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman
dan pantas untuk dipergunakan menjamin bahwa barang-barang
tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana
terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggungjawab.
Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak
produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut secara
beruntun yaitu, konsumen kepada pedagang eceran, pedagang
eceran kepada pedagang grosir, grosis ke distributor, distributor
kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan strictt liability

dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini.

Dalam KUHPerdata untuk tuntutan beruntun juga diatur, namun

dengan nama tuntutan tanggung menanggung atau tanggung renteng,

hal ini diatur dalam Pasal 1278 KUHPerdata yang berbunyi bahwa

suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi

antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas

kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan

seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah
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seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan
itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Strict liability adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum
(tort) yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan
hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi prinsip ini
mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang
timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip strict
liability ini disebut juga dengan liability without fault. Prinsip
pertanggungjawaban mutlak ini tidak mempersoalkan lagi mengenai
ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung
jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat.’

Produsen dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul
kerugian pada konsumen karena mengkonsumsi suatu produk dan oleh
karena itu produsen harus menggantikan kerugian itu. Sebaliknya,
produsenlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu
bahwa ia telah melakukan produksi dengan benar.

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Produk

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat
penting dalam hukum perlindungan konsumen .” Beberapa sumber
formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian

standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan

7 Janus Sidabalok, Op.Cit, him. 115-116.
75 Shidarta, Op.Cit, him 72.
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pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si
pelanggar hak konsumen.’®

Dua prinsip penting dalam UUPK yang diakomodasi adalah
tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional. Kedua
permasalahan ini termasuk dalam prinsip-prinsip tentang tanggung
jawab, tetapi di bahas terpisah karena perlu diberikan penguraian
sendiri.”” Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi
tujuan pembuatnya) karena :"®

1. Cacat Produk atau manufaktur;

2. Cacat Desain;

3. Cacat Peringatan atau cacat instruksi.

Tanggung jawab produk (product liability) sebenarnya mengacu
sebagai tanggung jawab produsen, yang dalam istilah Jerman disebut
produzenten-haftung. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab
produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang
dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan
kerugiann karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seseorang
konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat
menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini

bisa berarti produsen/ pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang

76 |bid.

" Ibid, him 80.

8 Abdul Halim Barakatulah, Op.Cit, him. 50.
9 Ibid.
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eceran/penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung
dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang
menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada
konsumen.®

Bentuk kerugian yang umumnya menimpa konsumen meliputi
personal injury, injury to the product itself/ some other property dan
pure economic loss. Jadi, di sini terkait dengan kerugian immaterial
yang membahayakan keselamatan jiwa konsumen (personal injury) dan
materiil di mana kerusakan terjadi pada barang tersebut (injury to the
product itself/ some other property) dan hilangnya nilai ekonomis akan
barang (pure economic loss).8*

Setiap kerugian yang diderita oleh konsumen, dituntut suatu
tanggung jawab dari pelaku usaha. Menurut Shidarta terdapat beberapa
prinsip-prinsip umum tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum yang
pada praktiknya dapat dibedakan sebagai berikut:%

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault
liability/liability based on fault)
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan.

Di Indonesia, prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 1365, 1366, dan

8 Yusuf Shofie, Op.Cit, him. 296-297.
81 Edmon Makarim, Op.Cit, him. 366.
8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, him. 92.
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1367 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata mengharuskan
terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a. Ada perbuatan melanggar hukum;

b. Ada kesalahan;

c. Ada kerugian yang diderita; dan

d. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Kemudian dalam Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan bahwa
tanggung jawab tersebut tidak hanya untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Kelalaian
atau kurang hati-hati disebut juga sebagai negligence in tort.
Sedangkan  Pasal 1367 KUPerdata diatur  mengenai
pertanggungjawaban atas kesalahan orang yang berada di bawah

tanggung jawabnya.

Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of
Liability Principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap
bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak
bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat. Ketentuan

Pasal 22 UUPK menegaskan bahwa beban pembuktian (ada
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tidaknya kesalahan) berada pada pelaku usaha dalam perkara
pidana pelanggaran Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 UUPK
dengan tidak menutup kemungkinan bagi jaksa untuk
membuktikannya. Artinya jika pelaku usaha tidak memanfaatkan
prinsip beban pembuktian terbalik, maka demi kepentingan umum,
pihak jaksa harus menerapkan prinsip tersebut.
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk
tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup
transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan
demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan, contoh
dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan.
Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang
biasanya di bawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen)
adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut
(pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.®®
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas
dasar perilaku berbahaya yang merugikan (harmful conduct), tanpa
mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (intention) atau
kelalaian (negligence). Jadi kesalahan tidak sebagai faktor yang

menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang

& 1bid, him. 96.
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memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya
adanya forcemajeure. Pada prinsip ini ada hubungan kausalitas
antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang
diperbuatnya.

Pasal 19 jo. Pasal 28 UUPK mengatur perihal tanggung jawab
pelaku usaha terhadap konsumen, namun tidak diterapkan
mengenai prinsip strict liability, karena pada Pasal 28 UUPK
dirumuskan bahwa ganti rugi ditentukan oleh adanya unsur
kesalahan dari pelaku usaha. Hal ini tentu bertentangan dengan
prinsip strict liability yang mengandung arti bahwa ganti rugi bagi
konsumen korban produk yang cacat harus diberikan tanpa melihat
ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelaku usaha. Negara-
negara maju seperti Amerika Serikat, tanggung gugat tidak lagi
didasarkan pada kesalahan produsen dengan beban pembuktian
pada konsumen tapi pada produsen atau tanggung gugat atas dasar
strict liability yaitu tanggung gugat yang terlepas dari kesalahan,
sehingga kemungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian
dianggap tidak relevan dengan tanggung gugat ini.

Prinsip tanggung jawab mutlak, dalam hukum perlindungan
konsumen, secara umum diterapkan pada produsen yang
memasarkan produk cacat sehingga dapat merugikan konsumen.

Asas tanggung jawab seperti ini disebut product liability di mana

8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, him. 172.
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gugatannya didasarkan pada tiga hal, yaitu melanggar jaminan
(breach of warranty), ada unsur kelalaian (negligence), dan
menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability).%
Pembebanan tanggung gugat berdasarkan strict liability juga dapat
dilihat dari pendapat Traynor yang menyatakan bahwa seharusnya
sudah ditiadakan pembuktian negligence, dan diakui bahwa
produsen bertanggung gugat mutlak atas produknya yang cacat.
Pendapat ini akhirnya berhasil mempengaruhi sebagian besar
pengadilan.®®

Strict Liability atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah
tanggung gugat mutlak, mulai dikenal/diatur secara tegas dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan masih tetap
dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.®’

Tanggung gugat produsen dalam UUPK tidak menganut tanggung
gugat mutlak atau strict liability, namun hanya disebutkan bahwa
pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

8 Edmon Makarim, Op.Cit, him. 372.
8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, him. 173.
8 Ibid, him. 59.
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mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Dengan demikian, tanggung gugat yang dianut
dalam UUPK adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan
dengan beban pembuktian pada produsen (beban pembuktian
terbalik).

Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (Limitation of
Liability Principle)

Prinsip ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk
membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung
oleh mereka. Umumnya dikenal dengan pencantuman klausula
eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip
tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditentukan
secara sepihak oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) butir 1 UUPK
menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausula baku
yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini
berarti pelaku usaha membatasi diri atas tanggung jawab yang
seharusnya dibebankan pada dirinya. Namun demikian, perlu
diperhatikan ketentuan Pasal 1493 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-
persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-
kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang, di mana mereka
diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak

akan diwajibkan menanggung suatu apa pun. Hal tersebut hanya

86



dimungkinkan bila kedua belah pihak dalam pembuatan
perjanjian/kontrak berada dalam posisi seimbang, artinya tidak ada
penekanan-penekanan dari pihak (umumnya) pelaku usaha
terhadap suatu ketentuan tertentu kepada konsumen. Pada era
perdagangan bebas saat ini tampaknya pelaku usaha dapat dengan
mudah membuat aturan tertentu seperti terms and condition dalam
suatu website yang berisikan pembatasan tanggung jawab. Acuan
yang digunakan adalah prinsip take it or leave it contract, padahal
pelaku usaha diharapkan menjamin prinsip-prinsip hak konsumen
dalam pembuatan kontrak yang mendasari hubungannya dengan
konsumen.

Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam

perbuatan melanggar hukum, tetapi diimbuhi dengan tanggung jawab

mutlak (strict liability), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada

pihak pelaku, dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium caveat

emptor telah ditinggalkan dan kini berlaku caveat venditor.

Jaminan Garansi dalam Perlindungan Konsumen

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, diharapkan terjadinya

persaingan jujur karena arus barang dan/atau masuk ke suatu negara

secara bebas. Persaingan jujur adalah suatu persaingan dimana

konsumen dapat memiliki barang dan atau jasa karena jaminan kualitas

dengan harga yang wajar.
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Jaminan terhadap kualitas produk dapat dibedakan atas dua macam,

yaitu expressed warranty dan implied warranty.%

a. Expressed Warranty atau jaminan secara tegas adalah suatu jaminan
atas kualitas produk, yang dinyatakan oleh penjual atau
distributornya secara lisan atau tulisan. Dengan expressed warranty
ini, berarti produsen sebagai pihak yang yang menghasilkan barang
dan/atau jasa dan penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang
ke konsumen bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban
menjamin mutu barang dan/atau jasa yang produksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku
terhadap kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dijualnya.
Dalam hal demikian, konsumen dapat mengajukan tuntutannya
berdasarkan adanya wanprestasi dari pihak penjual.

b. Implied Warranty adalah jaminan berasal dari undang-undang atau
hukum. Jadi jaminan itu selalu mengikuti suatu produk yang dijual
kecuali diperjanjikan lain. Apabila penjual telah meminta
diperjanjikan untuk tidak menanggung sesuatu apa pun dalam hal
adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, hal itu berarti
bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang itu menjadi risiko
pembeli sendiri. Jadi jaminan yang diberikan dalam implied
warranty adalah jaminan tentang pemilikan, jaminan tentang

kelayakan, dan jaminan bahwa yang dijual cocok untuk dipasarkan.

8 Edmon Makarim, Op.Cit, hlm. 366-367.
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Namun, penerapan prinsip ini kemudian menjadi masalah dari pihak
konsumen, yaitu untuk membuktikan kesalahan dari pihak pelaku
usaha.

Jaminan kualitas produk tersebut menjamin produk terbebas dari
kesalahan dalam pekerjaan dan kegagalan bahan. Jaminan produk
biasanya disebut dengan istilah garansi. Garansi atau yang lazim pula
disebut warranty adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa
pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja
dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Surat tersebut biasa
disebut dengan kartu garansi atau kartu jaminan. Definisi mengenai
kartu garansi/kartu jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8
Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009, yaitu kartu yang menyatakan
adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan
purna jual produk telematika dan elektronika.

Dalam Pasal 2 ayat (1) permendag ini dinyatakan bahwa setiap
produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor
untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan
petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia.
Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Permendag
No0.19/MDAG/PER/5/2009 ditentukan bahwa kartu jaminan harus

memuat informasi sekurang-kurangnya:

1. Masa garansi;

2. Biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan;
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3. Pemberian pelayanan purna jual berupa jaminan ketersedian
suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi;

4. Nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (Service Center);

5. Nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik)
untuk produk dalam negeri; dan

6. Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) ditentukan bahwa pemberian

pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca garansi berupa
ketersediaan pusat pelayanan purna jual (Service Center), ketersediaan
suku cadang, penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan
yang tidak dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan,
dan penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi yang
diperjanjikan.

Layanan purna jual meliputi permasalahan yang luas dan mencakup

masalah kepastian atas :*

1. Ganti rugi jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan
perjanjian semula.

2. Jika ada kerusakan tertentu terhadap barang yang digunakan
maka diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu
garansi.

3. Suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif

lama setelah transaksi konsumen dilakukan.

8 Shidarta, Op.Cit, him.127.
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Kemudian dalam Permendag tersebut juga ditetapkan bahwa apabila
produk telematika dan produk elektronika tersebut tidak dilengkapi
dengan kartu garansi maka produsen atau importir harus menariknya
dari peredaran. Penarikan itu berdasarkan perintah Direktur Jenderal
atas nama Menteri dan biaya penarikannya dibebankan kepada
produsen atau importir. Jika pelaku usaha atau importir tidak menarik
produknya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pencabutan
perizinan teknis lainnya serta dapat juga dapat dikenakan sanksi yang
ada dalam UUPK. Hal-hal tersebut dapat dilihat Pasal 9, Pasal 19 dan
Pasal 22 Permendag No.19/MDAG/PER/5/2009.

Dengan adanya peraturan ini, maka dapat dikatakan bahwa garansi
tidak harus digantungkan lagi terhadap ada atau tidaknya ditentukan
dalam suatu perjanjian. Artinya meskipun dalam perjanjian para pihak
tidak ditentukan mengenai garansi, pihak konsumen dapat menuntut
ganti rugi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya
dalam menyediakan kartu garansi. Pelayanan garansi merupakan
bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli
terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi.

Garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan
konsumen. Pada zaman sekarang, hubungan garansi dengan
perdagangan merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi

konsumen. Garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan
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apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi
oleh konsumen dan pengikat terhadap pihak pelaku usaha untuk
memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan
konsumen.

Ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua
belah pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam
surat garansi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen,
antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa
garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat
oleh pihak pelaku usaha sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut
andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Konsumen tidak
berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pelaku
usaha. Dalam perjanjian ini, konsumen hanya dihadapkan pada dua
pilihan yaitu :

1. Jika konsumen ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat

dengan ketentuan-ketentuan tersebut

2. Jika konsumen tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan

tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi

Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan
mengenai produk yang dibelinya, baik apa tidak sesungguhnya produk
tersebut, maupun bagaimana cara memakainya, maupun juga resiko
yang menyertai pemakainya. Jika suatu produk diberi garansi untuk

jangka waktu tertentu, segala syarat dan konsekuensinya harus
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dijelaskan secara lengkap. Semua informasi yang disebut pada label
sebuah produk (baik yang tertera langsung pada produk maupun dalam
lembar promosi) harus menunjukkan keadaan sesungguhnya dari
produk tersebut. Sistem ekonomi pasar bebas konsumen berhak untuk
memilih antara berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan.
Kualitas dan harga produk bisa berbeda, konsumen berhak untuk
membandingkannya sebelum memutuskan untuk membeli. Hak yang
dimiliki konsumen merupakan hak legal yang dapat dituntut di muka
pengadilan.

Konsumen melalui garansi, mendapatkan perlindungan hukum
untuk menikmati pemakaian produk secara nyaman dan aman.
Terhadap kerusakan yang dialami oleh produk pada masa garansi,
konsumen dapat menuntut itikad baik dari pelaku usaha untuk
melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut sepanjang kerusakan
tersebut bukan merupakan kerusakan akibat hal-hal yang dikecualikan

dalam UUPK.
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